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1| Putusan Sesat Penundaan Pemilu



Majelis hakim menyatakan KPU telah 
melakukan perbuatan melawan 

hukum dengan menyatakan Partai Prima 
tidak memenuhi syarat dalam tahapan 

verifikasi administrasi partai politik calon 
peserta pemilu.

denny@integritylawfirms.com 4

Sumber: Kompas.com

Kontroversi Amar Putusan PN Jakarta Pusat



▪ Terlebih, di dalam butir ke-5 amar putusan, dinyatakan:

“Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa 
tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini 
diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan 

Umum dari awal lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) 
bulan 7 (tujuh) hari.”

▪ Lebih jauh, butir ke-6 amar putusan memerintahkan:

“Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan 
terlebih dahulu secara serta-merta (uitvoerbaar

bivoorraad).”
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Sumber: Kompas.com

Putusan Sesat Penundaan Pemilu



APAKAH PUTUSAN 
TERSEBUT DAPAT

DITAFSIRKAN BAHWA
PEMILU 2024 HARUS 

DITUNDA?

Saya berpandangan Pemilu 2024
tidak dapat, dan pastinya, tidak 

boleh ditunda! atas dasar
Putusan yang sesat dan cacat
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2| Panca Cacat Putusan PN Jakarta Pusat



1. Mengandung Cacat

Hukum yang Fatal
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Setiap putusan pengadilan
memang harus dihormati

dalam artian jika putusannya 
tidak mengandung cacat 

hukum yang fatal dan 
menyebabkannya menjadi tidak 

dapat dilaksanakan alias non-
executable.



2. Melangkahi Yurisdiksi

Kompetensi PN
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• Tidak lolosnya Partai Prima sebagai 
peserta pemilu, adalah ranah
“Sengketa Proses” Pemilu, yang 
berbeda dengan “Sengketa Hasil”
Pemilu, yang merupakan yurisdiksi 
Mahkamah Konstitusi.

• Untuk “Sengketa Proses” Pemilu, 
yang berwenang mengadili adalah 
Bawaslu RI dan hanya dapat diajukan 
upaya hukum ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara (Pasal 466 – 471 UU 
Pemilu).



Partai Prima telah melakukan langkah dan 
gugatan hukum soal kepesertaan 

pemilunya kepada Bawaslu dan PTUN, 
yang sudah divonis, dan sudah 

berkekuatan hukum tetap.
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PN Jakarta Pusat Tidak Berwenang
atas Sengketa Proses Pemilu



3. Menabrak Norma 

Konstitusi
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• Tidak lolosnya Partai Prima sebagai 
peserta pemilu, adalah ranah
“Sengketa Proses” Pemilu, yang 
berbeda dengan “Sengketa Hasil”
Pemilu, yang merupakan yurisdiksi 
Mahkamah Konstitusi.

• Untuk “Sengketa Proses” Pemilu, 
yang berwenang mengadili adalah 
Bawaslu RI dan hanya dapat diajukan 
upaya hukum ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara (Pasal 466 – 471 UU 
Pemilu).



AMAR KE-5
MENABRAK BANYAK NORMA

Amar putusan ke-5 yang pada intinya 
menghentikan tahapan pemilu, 

dan mengulangnya lagi sedari awal, jelas 
menabrak banyak norma dalam Pasal 22 

E ayat (1) UUD 1945 yang 
memerintahkan Pemilu harus 

dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
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Putusan PN Jakarta Pusat juga 
menabrak norma dalam UU Pemilu 
yang telah mengatur bahwa pemilu 
hanya bisa ditunda karena adanya 
“kerusuhan, gangguan keamanan, 

bencana alam, atau gangguan lainnya 
yang mengakibatkan” tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat 
dilaksanakan 

(Pasal 431 – 433 UU Pemilu)
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Sumber: Rumah Pemilu



4. Tidak Dapat Berlaku

Umum (erga omnes)
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Tidak bisa perkara perdata 
keputusannya sampai 
menunda pemilu yang 

mengikat agenda publik, 
agenda negara, mengikat para 

pihak di luar yang sedang 
berperkara.



5. Tidak Bisa Dilaksanakan

(non-executeble)
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Karena masuk ke wilayah kerja yang 
bukan yurisdiksinya, memutus amar 
yang bukan kewenangannya dan 

berkonsekuensi menunda pemilu, maka 
amar ke-6 nya soal putusan serta-

merta pun tidak dapat 
dilaksanakan (non-executable). 
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3| Skenario Penundaan Pemilu



Pemilu 2024 Harus Tetap Berjalan Tanpa
Terganggu

• KPU bukan hanya wajib 
mengajukan perlawanan 
hukum dan menyatakan 
banding atas putusan PN 
Jakarta Pusat. 

• KPU juga harus terus 
menjalankan tahapan 
pemilu tanpa terganggu.
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TRISULA SKENARIO

PENUNDAAN PEMILU 2024

denny@integritylawfirms.com
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1. Dekrit Presiden

2. Sidang Istimewa MPR

3. Putusan MK yang memutus
perubahan sistem pemilu
proporsional sekaligus menunda
pemilu



Penundaan Pemilu = 

Pelanggaran Konstitusi

Apapun skenarionya, penundaan 
pemilu yang demikian adalah 

pelanggaran dan bencana 
konstitusi yang harus kita lawan 

dengan lantang, karena akan makin 

mengkhianati dan merusak 
demokrasi di tanah air. 
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INTEGRITY Programs

• INTEGRITY Scholarship

• INTEGRITY Constitutional 
Discussion

• INTEGRITY Legal Training

• INTEGRITY Legal Update

• INTEGRITY Client Alert

• INTEGRITY Constitutional 
Advocacy

https://integritylawfirms.com/australia/







LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

Melbourne Office:
Level 31 & 50, 120 Collins Street

Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA
+61 3 85184708

Jakarta Office:
Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, INDONESIA
+62 21 2555 8836
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